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BUPATI LUWU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (5)
Undang-undang Nowor 23 Tanun 2014 tenilang Peucruiialian
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomsor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapit diubah
apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidik sesuai
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kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat;

bahwa sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-i9 dan
untuk penyesuaian RPJM Nasional serta berdasarizan hasil
pengendalion dan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024, maka
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana
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2019-2024 perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan

terhadap kondisi vang ada saat ini serta sesnai kehijaican vang
ditetapkan Pemerintah Pusat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dinaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indoncsia Tahunl®45;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
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Nomor 1822);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuang:n Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar:n Negara

Republik Indonesia Nomeor 4431);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembarzn Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diuhah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Ferubahan
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembar:n Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nc¢mor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pe¢ngelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pemangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dar Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungaa Hidup Strategis
Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Venengah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 208 Nomor
459);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telz:h diubah
dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Taiun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produltx Hukum
Daerah,;




12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dierah
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembang.inan
Jangka Menengah Daerah Provin si Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU
dan
BUPATI LUWU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEN(3AH
DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2019-2024

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 ten:ang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lawu
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019 Nomor
8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Dacrah
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebija kan
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta program
Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai der.gan
kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (1. ma)
tahun yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

(2) Kerangka pendanaan adalah untuk menghitung kapasitas riil
keuangan Daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program
pembangunan jangka menengah Daerah 5 (lima) tahun kedepan.
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(3) R®"JMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan
Sistematika sebagai berikut :
a Babl Pendahuluan;
b Bab Il Gambaran Umum Kondisi Daerah;
¢ Bab Il Gambaran Keuangan Daerah,;
d Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
e Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran,;
f Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangumnan
Daerah:
g Bab Vii Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program
Perangkat Daerah;
I Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
Bab IX Penutup.
‘4) Is: dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada avat (3}
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tdak
terpisahkan cari Peraturan Daerah ini.

2. Keteriuan Lampiran  diubah sehingga menjadi  sebagaimana
rercaritum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahikan
dari feraturan Daerah ini

Pasal 11
Peratura: Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ager sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peratura:: Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daeran
Kalmpaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal . Ju©

BUPATI LUWU,
TTD

BASMIN MATTAYANG
Diundanszkan di Belopa
pada tanggal .. .-
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU NOMOR - TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAEI(
KABUPATEN LUWU TAHUN 2019-2024

UMUM

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana
pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Dae-ah
untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang disusun sesuai amanah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencan:ian
Pembangunan Nasional dan Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Visi pembangunan daerah Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2024 adalah “Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera lan
Mandiri Dalam Nuansa Religi”.

Visi Kabupaten Luwu ini merupakan kondisi masyarakat y:ng
diamanatkan dalam konstitusi, yaitu kehidupan yang cerdas can
sejahtera. Manusia yang sejahtera adalah manusia yang memiliki tata
kehidupan dan penghidupan, dapat memenuhi kebutuhan jasmaniih,
rohaniah dan sosialnya. Daerah yang maju ditopang oleh kecerdasan
manusia, dan kecerdasaran ini akan memberikan kehidupan y&#ng
sejahtera. Dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan
didukung pengelolaan potensi sumber daya alam yang maksimal, maka
akan terwujud daerah yang mandiri. Selanjutnya kemajuan,
kesejahteraan, kemandirian, akan meneguhkan kehidupan masyara’at
yang religius.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nonior
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa
RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan
evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian
terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Disamp:ng
itu, Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,
dinyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila : (a) hasil
pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tid ak
sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencaja
pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; (b) Hasil
pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yanag
dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan (c) terjadi
perubahan mendasar antara lain terjadinya bencana alam, goncangan
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politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamarnan,
pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka materi untuk menyusun
perubahan RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 mencakup:

1. Penyesuaian terhadap substansi kebijakan yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Penyesuaian terhadap nomenklatur program, indikator dan target

yang tertuang dalam RPJMD dengan memperhatikan capaian kinerja,
kondisi, potensi dan amanat regulasi.

Saat ini telah diberlakukan berbagai regulasi yang berpenga-uh
dan menuntut penyesuaian dalam penyelenggaraan tata pemerintaian
dan pembangunan daerah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 18
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasicnal
Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Taliun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuanzan
Daerah, dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Talwun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Prov nsi
Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Luwu
Tahun 2019-2024 perlu diubah dengan Peraturan Daerah ian
selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pelaksaniaan
Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD sebagai suatu
dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Luwu yang
memuat Program Prioritas dan kegiatan.

PASAL DEMI PASAL
Pasal l

Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas
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